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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat 

adat Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh berperan aktif dalam menyelesaikan 

konflik masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan mediasi adat, 

seperti pada kasus sengketa tanah, perkelahian, dan perselisihan antarwarga. 

Penyelesaian dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan pemberian 

sanksi adat yang bertujuan memulihkan hubungan sosial serta menjaga 

keharmonisan masyarakat. Peran tersebut telah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya. Namun, dalam pelaksanaannya masih 

terdapat kendala, seperti keterbatasan kewenangan dalam menangani kasus 

berat serta kurangnya pencatatan administratif. Ditinjau dari perspektif 

Siyasah Tanfidziyah, peran perangkat adat Desa Air Buluh telah 

mencerminkan pelaksanaan fungsi eksekutif dalam skala lokal, yaitu 

melaksanakan peraturan, menjaga ketertiban, serta mewujudkan 

kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, karena belum optimalnya 

implementasi Perda dalam seluruh jenis konflik, maka pelaksanaan 

kewenangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ideal 

Siyasah Tanfidziyah yang menekankan keadilan, ketertiban, kepastian 

hukum, dan kemaslahatan secara menyeluruh 
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B.Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran lembaga adat 

dengan pendekatan yang lebih luas, seperti studi perbandingan antar desa 

atau analisis yuridis-sosiologis, sehingga dapat memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian konflik berbasis 

adat. 

2. Bagi Pihak Kampus 

Pihak kampus diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi penelitian 

mahasiswa terkait kearifan lokal dan hukum adat sebagai bagian dari 

pengembangan keilmuan, sekaligus berkontribusi dalam pelestarian budaya 

dan nilai-nilai lokal masyarakat. 

3. Bagi Pemerintah Desa dan Perangkat Adat 

Pemerintah desa bersama perangkat adat disarankan untuk terus 

memperkuat koordinasi, melakukan pembinaan berkelanjutan, serta 

mendokumentasikan aturan adat secara tertulis agar dapat menjadi pedoman 

yang jelas dalam penyelesaian konflik masyarakat di masa mendatang. 
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